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BAB 6 

SARAN 

 

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek 

Kimia Farma 23 adalah sebagai berikut: 

1. Calon Apoteker hendaknya mempersiapkan diri dengan banyak 

membaca dan membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, 

pelayanan, perundangundangan, dan juga sistem manajemen baik di 

apotek tempat PKP maupun secara umum sebelum melaksanakan 

PKP. 

2. Calon Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKP 

Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang 

tidak diajarkan di perkuliahan dan bisa diperoleh pada saat PKP 

Apoteker sehingga sangat berguna ketika sudah terjun di dunia kerja. 

3. Calon Apoteker hendaknya memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik dan berperilaku baik selama PKP Apoteker sehingga dapat 

berinteraksi dengan pegawai apotek lainnya baik apoteker, asisten 

apoteker, juru racik, maupun pegawai umum. 

4. Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri sebagai apoteker 

saat KIE dan tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obat 

tetapi juga menyampaikan efek samping dan terapi non farmakologi 

yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal 

kadaluwarsa dari obat yang didapat oleh pasien. 
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